BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI KABUPATEN REMBANG
NOMOR I~ TAHON 2012
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PENOUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA
BUPATI REMBANG,

Menimbang a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, perlu
memberikan petunjuk pelaksanaanoya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud  dalam huruf a perlu meoetapkan
Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Mengingat l.  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Linglrungan Propinsi Jawa Tengah ;

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor96, Tambaban
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5025);

3.  Undang-Undang Nomor28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lcmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);,

4.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lcmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakbir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintaban Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Nomor4844);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang
Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lemba.ran
Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3528);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang

Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara
" Republik Indoesia Tahun 1993 Nomor.64 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara
Rcpublik Indoesia Tahun 2005 Nomor.140 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pemba.gian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah claerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Rcpublik Indoesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Rcpublik Indonesia Nomor 4737);

9.  Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2
Tahun 2008 tentang rusan Pemerintahan Yang
Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Rcmbang {Lembaran Daerah Kabupaten
Rcmbang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Rembang Nomor 81);

10. Peraturan Daerah Kabupatcn Rembang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Peranzkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran
Daerali Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang
Nomor91);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6
" Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan
Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang
Tahun 2010 Nomor 6, Tambaban Lembaran Daerab
Kabupaten Rembang Nomor 96).
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURANBUPATITENTANGPETUNJUK PELAKSANAAN
RETRIBUSIPENGUJIANKENDARMNBERMOTOR

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Pcra.turan Bupati ini yang dimaksud dengan :
. Daerab adalah Kabupaten Rcmbang.

2. Bupati adalah Bupati Rembang,

3. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika yang
selanjutnya  disebut = Dinbubkominfo adalah  Dinas
Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Rembang.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Kendaraan bermotor wajib uji adalah setiap kendaraan bennotor jenis
mobil bus, mobil barang, mobil penumpang umum, kendaraan khusus,
kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasilcan dan atau
digunakan dijalan.

Kendaraan Umum adalah kendaraan bennotor yang disediakan untuk
diperguna.kan oleh umum dan dipungut bayaran

Kendaraan Khusus edetah kendaraan bermotor selain kendara.an

bermotor untuk penwnpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang

~naannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-
g khusus.

Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi
sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak tennasuk tempat
duduk pengemud.i, baik dengan maupun tanpa  perlengkapan
pengangkutan bagasi.

Mobil Bus Keciladalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 9 s/d 16
dengan ukuran dan panjang antar temeat duduk normal tidak tennasuk
tempat duduk ~gemudi, dengan penjang kendaraan 4-6,5 meter, dan
atau yang memilik:UBB (Jurn)Ah Berat Yang Diperbolehka.n)2.001-5.000

Kg.

Mobil Bus sedang adalJab kendaraan dengan kapasitas tempat duduk 17
s/d 28 dcngan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak
termasuk tempat duduk pengemudi dengan panl;!!:ffiokendaraadcbih dari
6,5 sampai dcngan 9 meter, dan atau yang me - - JBB (Jumlah Berat

Yang Diperbolehkan) 5.001-10.000 Kg.

MobilBus Besar adalah kendaraan dengan kapasitas lebih dari 28 dengan
ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat

duduk pengemudi den%an panjang kendaraan lebih dari 9 meter, clan atau
yang memilikiJBB 10.000-24.000 Kg.

Mobil Barang adalah setiap kendaraan selJain dari yang tennasuk dalam
mobil penumpang dan mobil bus :

a. MobilBarang Ka.tegori . 001-5.000 Kg
b. MobilBarang Kategoriln . 5.001-10.000 Kg
c. MobilBara.ngKategorilD : 10.001-24.000 Kg

Kereta Gandengan adalah suatu alat yang d:ipergunakan untuk
mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri
dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bennotor;

Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut
barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh kendaraan bennotor
penariknya.

Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan atau menguji
dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kcreta
gandengan, kcreta tcmpelan clan kendaraan khusus dalam rangka
pcmenuhan terbadap persyaratan teknis laik jalan.

Penfsl~ian berkala kendaraan bermotor yang selanjutn?/a disebut uji
ber adalab pcn~ian  kendaraan bermotor yang dilakukan secara
bcerkala terhadap setiap kendaraan bcermotor wajib uji.

Laik jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang
harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah tcrjadinya
J><:DCCmaranudara dan kcbisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di
jalan.

Penguji adaJab Pegawai Dinas Perhubunpn Komunikasi dan Informatika
yang ditunjuk sebagai tenaga penguji yang dinyatakan memenuhi



kualifikasi teknik tertentu dan diberika.n sertifikat tanda kualifikasi teknis
sesuai dengan jenjang kuali6Jcasinya.

18. Masa uji berkala adalah masa atau waktu yang ditetapkan bahwa
kendaraan  bennotor wajib uji berkala tersebut te)ah memenuhi

persayaratan laik jaJan.

19. Tanda uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala yang berbentuk
lempengan plat loga.myang berisi data yang legitimasi termasuk masa
berlakunya hasil pengujian berkala, dan harus dipasang pada setiap
kendaraan yang telah dinyatakan Iulus wuji dipasang pada tempat yang
tersedia.

20. Stiker samping adaJab tanda yang dipasang pada bagian kauan dan Kiri
kendaraan bermotor berisi data teknis kendaraan yang bersangkutan,
kelas jalan terendah yang boleh dilalui serta masa berlaku uji kendaraan
yang bersangkutan.

21. Kartu/dokumen lain uji adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk
buku yang berisi data dan legitimasi data berlaku.nya basil pengujian
berkala dan ha.rus disertakan pada kendaraan yang bersangkutan.

BABU
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

Pasal 2

Persyaratan pezian berkala kendaraan bermotor :
a. fotocopy se -  tregristasi uji tipe bagi kendaraan bennotor yang baru;
b. %ambar spesifikasi kendaraan bermotor;
d. otocopy Surat Tanda Nomorkendas masih berlaku;
y fotocopy Kartu Tanda Penduduk™ . an~tan ang masih berlaku;
e. fotocopy surat tanda nomor ken mamb berlaﬁu; dan
f. surat pernyataan bagi kendaraan yang terlambat melaksanakan pengujian
kendaraan bermotor secara berkala.

Pasal 3

Prosedur pendaftaran dan perpanjangan pengujian kendaraan bermotor :

a. pemohon mengajukan p«?lldaftaran dengan mengisi fonnulir yang
disediakan dengan dilampiri persyaratannya di loket pengujian Kendaraan
kenclaraan bennotor Dinhubkom.info;

b. setelah berkas permohonan diteliti dan dinyatakao lengkap maka berkas
permohonan diproses melalui bidan~ Telmik dan Angkutan JaJan;

c. selanjutnya di laksanakan pengujian kendaraan bennotor dan apabila
kendaraan memenuhi persyaratan teknis dikeluarkan buku Ujidan plat Uji
1 (satu) pasang;

d. pemohon diberitahu untuk membayar retribusi dan mengambil buku uji,
plat uji | (satu) pasang dan stiker tanda samping uji dengan menunjukan
tanda lunas pembayaran retribusi.

Pasal 4
Waktu penyelesaian Pengujian Kendaraan Bermotor adaJab 1 (satu) hari kerja.
BAB ID
STRUK.TUR DAN BESARNYATARIF
Pasal 5

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

a. ]i)engu%an kendaraan bcrmotor clan kereta gandcn%an/tcmpclan:
. mobil penumpaog, bus kecil atau mobil barang kategori I
(

501-5.000Kg) sebesar Rp.30.000,-;



2. bus sedang atau Mobil Barang kategori II (5.001-10.000 Kg) sebesar

Rp. 32.000,-;
3. bus besar atau Mobil Barang kategori M (lebih dari 10.000 Kg) sebesar
Rp. 35.000,-;
b. penggantian tanda uji berkala sebesar Rp. 5.000,-;
c. pcnggantian Kartu/ dlokumen lain vji berEala sebesar Rp. 8.500,-;
d. penggantian label  peme~an emisi gas  buang/uji asap
bensm/solar sebesar Rp.4.000,-,
e. stiker samping sebesar Rp. 12.000,- .

BABIV
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 6

Retribusi yang terutang dipungut di tempat pelayanan pengujian kendaraan
bermotor.

BABV
MASA RETRIBUSI
Pasal 7
Masa Retribusi adalah 6 (enam) bulan.
BAB VI
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 8
(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.

(2) SKRD sebageimana pada ayat (1) diteta.pkan Kepala Dinhubkominfo at.au
didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk.

BAB VII
TATA CARA PENDAFI'ARAN DAN PENDATAAN
Pasal 9
(1) Untuk mendapatkan data wajib retribusi, dilaksanaokan pendaftaran dan
pendataan dengan menyampaikan formulir pcndaftaran dan pendataan

kepada Wajib Retribusi yang bersangkutan.

(2) Wajib Retribusi mengisi formulir pendaftaran dan pendataan dengan jelas,
lengka.~ dan benar, kemudian mengembalikan kepada petugas retribusi
sebagai bahan pengisian Daftar Induk Wajib Retribusi berdasarkan nomor
urut.

(3) Daftar Induk Wajib Retribusi sebaﬁ?)imana dimaksud pada ayat (3)
selanjutnya dapat dipergunakan NPW

BAB VIII
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 10
(1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan seeara tunai at.au konta.n.
(2) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah at.au tempat lain yang

giéunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan
RD.
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Apabila pembayaran Retribusi dilakukan di tempat lain yan~ ditunjuk,
basil peneriroaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah paling lama 1

(satu) hari kerja.
BAB IX
TATACARA PENAGIHAN
Pasal 11

Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai
awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi, dikeluarkan setelah 24
(dua puluh empat) jam sejak jatuh tempo pembayaran.

Dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah tanggal surat
teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejeois, wajio retribusi
harus melunasi retribusi terutang.

Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala
Dinhubkominfo atau didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk.

BABX
KEBERATAN
Pasal 12

Wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan SKRD kepada
Bupati melalui Kepala Dinhubkominfo.

Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan
disertai alasan-alasan yangjelas.

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan
sejak tan~  SKRDditerbitkan, kecuali jika. Wajib Retnbusi tertentu dapat
menunjullin ~ bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena
keadaan di luar kekuasaannya.

Keaclaan di luar keknasaannya sebagaimana dimaksud pada aﬁat 3 (tiga)
adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasa.an
Wajib Retribusi.

Pei:fcajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan
pe sanaan penagibao Retribusi.

Pasal 13

Bupati dalarn janﬁka ~walctu paling Jama 6 (ena.m)bulan sejak tangga)
Surat Keberata.nditerima harus memberi keputusan atas keberatan yang

diajukan dengan menerbitkan Surat keputusan keberatan.

Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya
atau sebagiao, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang
terutang.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat
dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberata.n yang diajukan
tersebut dianggap dikabulJkan.

Pasal 14

Jika. pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau selu.ruhn~
kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan d.itam.bah im
bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas)
bulan.
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Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan
peluoasan sampai deogan diterbit.kannya SKRDLB.

BAB XI
PENGEMBALIAN KELEBIIIAN PEMBAYARAN
Pasall5s

Ata.skelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan
permohonan peogembaUan kepada Bupati.

Bupati dalam jangka waktu yang ~g lama 6 (enam) bulan, sejak
diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1),harus memberikan keputusan.

AP.9bila jangka waktu scbagaimana dimaksud pad.a ayat (2) telah
dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan
pengembalUan pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB
harus ditcrbitkan deism jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Pengembalian kelebihan ~~~~ Retribusi sebazaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan Jangka waktu paling Iim.a 2 (dua) bulan
sejak diterbitkaonya SKRDLB.

Jilca pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah
lewat 2 (dua) bulan, Bupati mcmberikan imbalan bunga sebcsar 2% (dua
perscn) scbulan atas kcterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran
Retribusi.

BABXII
KADALUWARSA PENAGIIIAN
Pasal 16

Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa. setelah
mclampa.ui waktu 3 (tiga) tahun terhitung scjak saat teruta.ngnya
Retribusi, kecuali Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang
Retribusi.

Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebaga.imana dimaksud pada ayat (1)

tertangguh jika :

a. diterbitkan Surat Teguran; ata.u

b. ada pengak:uan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung
maupun tidak langsung.

Dalam hal diterbitka.n Surat Teguran sebaga.imana dimaksud pada ayat (2)
huruf a, kaclaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat
Teguran tersebut.

Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimaoa dimaksud
pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan

ang$U.T811 at.au penundaan pembayaran clan pcrmohonan keberatan olech
Wajib Retribusi.

Pasall?7

Piut.a.ng rctribusi yang tidak mungkin ditagi.h lagi ka.rcna hak untuk
melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.



(2) Bupati menetapkan  keputusan  penghapusan  piutang retribusi yang
sudah kadaluwarsa sebagaimana dima.ksud pada ayat (1)

BAB XIII
KETENTUANPENUTUP
Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang roengenai
teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh Kepala Dinhubkominfo.

Pasal 19
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetabuinya, rnemerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannyadalam Serita Daerah Kabupaten Rembang,

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal ~ ,\~  |lwIZ.

BUPATI REMBANG
)

H. MOCH. SALIM
Diundangkan di Rembang

pada tanggal 2.4 Arru.. porp-

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG

HAMZAH FATONI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2012 NOMOR t.3



